
a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik sudah tidak sesuai lagi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 65 Tahun 2016 ten tang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik.

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
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Pasal 2

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana
otonorni daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan ill -bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memimpin,
mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana strategis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian;
b. perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian;
c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Telmologi Informasi dan

Ketentuan ayat (3) huruf g Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 65 Tahun
2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,
Informatika Dan Statistik (Berita Daerab Kabupaten Lombok Barat Tabun 2016
Nomor 65), diubah sebagai berikut:

PERUBAHANATASPERATURANBUPATINOMOR65 TAHUN
2016 TENTANGRINCIANTUGAS,FUNGSIDANTATAKERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATlKA DAN STATISTIK
KABUPATENLOMBOKBARAT.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2.016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor 142).
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BERITA DAERAH KABUPATENLOMBOK BARAT TAHUN 2018 NOMOR .k-J

Diundangkan di Gerung
pada tanggal \b ~'ClvC\fi 'l.O19

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENL M OKBARAT,

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal \b QlII'hnh Wl_9

BUPA MBOKBARAT,r
a

~

PasallI

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah

Komunikasi, bidang layanan E-Govemment, bidang Statistik serta bidang
Persandian;

d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
bidang Informasi, Komunikasi Publik, Informatika, Statistik dan
Persandian ;

e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Informasi,
Komunikasi Publik, Infonnatika, Statistik dan Persandian;

f. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas Komunikasi dan Informatika;
g. dihapus;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.
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